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ABSTRAK

Yulia  Safitri :TM/NIM.  2010/55045. Implementasi  Kebijakan
Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan
Jalan di Kota Pariaman.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang ada
di lingkungan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman.
Seperti adanya permasalahan mengenai ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan
yang diinginkan masyarakat, adanya sebagian masyarakat yang kurang paham
dengan pengadaan tanah, serta masih adanya masyarakat yang masih kurang
mengerti mengenai alas hak dalam pembebasan tanah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk
pembangunan jalan di Kota Pariaman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman khususnya di kantor pemerintahan Kota
Pariaman serta masyarakat yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan
jalan yang terletak di Kecamatan Pariaman Utara. Data yang dikumpulkan berupa
data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji
keabsahan data dilakukan dengan cara trianggulasi kemudian data dianalisis
dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama
penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan
pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di kota pariaman belum
efektif. Ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan. Seperti aspek komunikasi yaitu terjadinya miskomunikasi antara
petugas lapangan dengan masyarakat; aspek sumber daya, seperti masih
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengadaan tanah sehingga
berdampak pada tidak setuju terhadap ganti rugi, tidak mengerti mengenai syarat
dari ganti rugi (alas hak) dan munculnya konflik internal dalam keluarga pemilik
hak atas tanah; aspek disposisi yaitu komitmen pemerintah terhadap pemberian
ganti rugi; aspek struktur birokrasi, lamanya proses administrasi pengurusan
tanah pusako. Hal ini terjadi karena belum intensifnya sosialisasi yang dilakukan
oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan umum.
Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk lebih mengintensifkan
proses sosialisasi, agar pengetahuan masyarakat terhadap proses kebijakan
pembebasan tanah meningkat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembebasan tanah untuk kepentingan publik di Indonesia
selama ini masih menjadi persoalan dilematis. Hal ini, disebabkan karena proses
pembangunan sering kali bertentangan antara kepentingan publik dengan lahan
yang tersedia. Bahkan fenomena ini juga mendorong munculnya konflik baik
antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara pihak swasta dengan
masyarakat yang terkena proses pembangunan tersebut.

Misalnya, konflik antara warga RW 06, Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan pembangunan gedung MNC Media
Center. Konflik ini menyebabkan hilangnya lahan warga RT 012 dan 014 (Aziza,
2014). Begitu juga, konflik pertanahan yang melibatkan pemerintah dan
pengusaha dengan masyarakat pemegang hak di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Persoalan mendasar yang menjadi akar konflik adalah penghargaan terhadap hak
atas tanah serta pemberian kompensasi/ganti rugi yang dianggap tidak layak bagi
masyarakat. Konflik ini menyebabkan lahirnya korban jiwa bagi masyarakat
(Alting, 2013:268). Bahkan, temuan Rosmitasari (2013) di Kota Tegal justru
memperlihatkan konflik pembebasan hak atas tanah untuk pembangunan didorong
oleh tindakan pemerintah kota dalam mengalihkan sengketa tanah di lahan Pasific
Mall Tegal antara pemerintah dengan pemilik hak atas tanah akibat adanya

sertifikat Hak Pengelolaan Tanah (HPL) milik Pemerintah Daerah Tegal seluas



16.250 m2 atas nama Pemerintah Kota Tegal yang telah dialihkan hak menjadi
sertifikat Hak Milik Nomor M.613, M.667 dan M.704 (Rosmitasari, 2013:1).

Kebijakan mengenai pembebasan tanah di Indonesia selama ini dilandasi
pelaksanaanya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
menyatakan bahwa pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek
pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam
Undang-Undang ini. Kemudian, pada pasal 9 juga menyatakan bahwa
penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat
dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

Selain itu, kebijakan mengenai pembebasan tanah juga terdapat dalam
pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 perubahan
atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
yaitu :

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

2. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara
jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela

oleh pihak-pihak yang bersangkutan.



Walaupun begitu, implementasi kebijakan pembebasan tanah masih
menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari temuan Seprizal
(2007) yang menyatakan kebijakan proses pembebasan tanah untuk untuk
pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Malang tidak memiliki kekuatan hukum,
akibatnya proses pembangunan ini menjadi terhambat. Sama seperti Seprizal
(2007), temuan Yanti (2012) di Kabupaten Padang Lawas. Yanti (2012)
menyatakan, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kabupaten
Padang Lawas tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diantaranya tidak membentuk panitia pengadaan tanah, tidak dilakukanya
sosialisasi mengenai pengadaan tanah kepada masyarakat dan tidak adanya
pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah. Selain itu pemerintah juga tidak
memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga pemerintah
sewenang-wenang mengambil tanah milik masyarakat. Temuan Seprizal (2007),
Yanti (2012) juga didukung oleh temuan Saaba (2013) menyatakan tidak adanya
kesepakatan mengenai nilai ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah antara
pemerintah dan warga masyarakat Kota Medan. Beliau menegaskan, hal ini
bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012. Permasalahan-permasalahan inilah
yang menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan pembebasan tanah di
Indonesia.

Permasalahan yang sama dalam kasus pengadaan tanah juga terjadi di
Provinsi Sumatera Barat. Misalnya, dapat dilihat dari permasalahan pembebasan
tanah Jalur Dua daerah Bypass Kota Padang. Malangnya, proses pembebasan

tanah justru di sertai adanya kecurangan dari oknum pejabat yang merampas tanah



konsolidasi yang dulunya sudah disediakan pemerintah. Akibatnya, proses
pembebasan tanah jalur dua Jalan Bypass ini terkatung-katung sampai dua tahun
lamanya. Padahal, untuk proses pembangunan ini Pemerintahan Provinsi
Sumatera Barat telah memperoleh dana pinjaman dari Korea Selatan sebesar Rp.
500 miliar. Namun, masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini justru
belum memberikan ganti rugi. Malangnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
membiarkan persoalan itu berlarut-larut bahkan pihak berkompeten pun seakan
tutup mulut mengenai masalah ini (Harian Padang Ekspres, 2013).

Di Provinsi Sumatera Barat, permasalahan atau kendala yang sering terjadi
dalam pembebasan tanah yaitu terhadap tanah yang bersifat tanah ulayat. Salah
satu kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan di Provinsi Sumatera Barat
yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 tahun 2008 tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya. Peraturan Daerah (PERDA) tentang tanah
ulayat dan pemanfaatannya di Sumbar telah lama ditetapkan. Namun, belum ada
peraturan lanjutan yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan perda nomor 6
tahun 2008 tersebut. Akibatnya yang dikhawatirkan adalah sengketa-sengketa
tanah ulayat di Sumatera Barat akan merugikan masyarakat atau pemilik ulayat,
sebab tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya, sebagaimana diatur
dalam pasal 4, adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut
hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber
daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun
dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang

bersangkutan (Kusni, 2012).



Di Kota Pariaman, implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk
pembangunan jalan didasarkan pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor :
154/100/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Pariaman
Tahun 2013. Keputusan Walikota Pariaman tersebut menjelaskan bahwa untuk
kelancaran pengadaan tanah, terutama bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu membentuk
panitia pengadaan tanah Kota Pariaman dan untuk memenuhi hal tersebut maka
perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman. Dalam pembebasan tanah
untuk pelebaran jalan di Kota Pariaman, ada kendala-kendala sehingga proses
pelebaran jalan berjalan lambat. Menurut salah seorang pejabat pengelola proyek
pelebaran jalan jalur dua di Kota Pariaman yaitu Bapak Mahyulis, mengatakan
bahwa ada beberapa permasalahan yang umum terjadi dalam pembebasan tanah
untuk pelebaran jalan jalur dua di Kota Pariaman.

Pertama, dalam proses pembangunan pelebaran jalan yang tujuanya
adalah untuk kepentingan umum sangat di butuhkan partisipasi masyarakat dalam
hal pemberian tanah. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mau
memberikan tanahnya kepada pemerintah. Ini terjadi karena masyarakat terkadang
bermasalah dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah karena tidak sesuai
dengan yang diinginkan masyarakat. Misalkan harga ganti rugi tanah itu diberi
100.000/meter, sedangkan dulunya tanah ini dibeli oleh masyarakat yang
bersangkutan seharga 300.000/meter. Disisi lain dapat dilihat juga permasalahan
yang terjadi mengenai kurangnya pemahaman sebagian dari masyarakat terhadap

kegunaan jalan jalur dua sehingga membuat masyarakat tidak ingin memberikan



tanahnya kepada pemerintah. Masyarakat berfikir dengan jalan satu jalur saja itu
sudah cukup bagi mereka.

Kedua, berkaitan dengan tanah ulayat (tanah adat). Tanah yang akan di
pakai untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan jalur dua adalah
merupakan tanah adat. Pengurusan tanah adat ini cukup memakan waktu yang
sangat lama. Dalam proses pemberian ganti rugi, pihak yang menerima ganti rugi
harus melengkapi alas hak. Kelengkapan alas hak masyarakat untuk pembayaran
ganti rugi jika yang menerima adalah mamak kepala waris, harus ada ranji,
fotocopy KTP, surat keterangan desa, surat kuasa pakai ranji, permohonan BPN,
fotocopy PBB, dan formulir A. Jika yang menerima ganti rugi adalah anggota
kaum, maka syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti ranji, fotocopy KTP, surat
keterangan desa, surat kuasa pakai ranji, permohonan BPN, fotocopy PBB,
formulir B dan B1l. Kenyataanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui
bagaimana cara membuat alas hak tersebut. Untuk memenuhi kelengkapan alas
hak tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut Sutedi (2009:11)
“dalam masyarakat adat, hak perorangan atas tanah yang dipegang oleh
persekutuan (komunitas-komunitas) seperti klan-klan dan desa-desa”. Setiap
orang di dalam hukum adat dapat memiliki hak milik atas tanah. Karena itu tanah
adat jika diambil harus di setujui oleh semua pihak yang terkait dengan tanah
tersebut. Pihak-pihak yang bersangkutan pada kenyataanya banyak yang merantau
keberbagai daerah diluar Kota Pariaman. Maka dari itu dalam hal meminta
persetujuan untuk pembebasan tanah ini mereka sangat membutuhkan waktu yang

lumayan lama.



Berdasarkan temuan di lapangan pada daerah Simpang Dinas Kesehatan
sampai daerah Naras yang terkena pelebaran jalan jalur dua di Kota Pariaman,
dapat diketahui bahwa masih banyak tanah yang belum bebas dari panjang jalan
sekitar 1500 meter. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk
meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat
untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak sesuainya harga ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh pemerintah
terhadap harga tanah yang dibeli masyarakat dulunya, sehingga menyebabkan
tejadinya penolakan ganti rugi oleh pihak masyarakat sebagai pemilik hak atas
tanah.

2. Kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat terhadap kegunaan jalan dua
jalur yang dilakukan oleh pemerintah yang pada akhirnya berujung pada
minimnya partisipasi masyarakat dalam pemberian tanah untuk kepentingan
umum.

3. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana caranya membuat
alas hak, akibatnya proses penggantian terhadap tanah berjalan lambat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka banyak masalah yang
akan diteliti. Agar penelitian ini sesuai dengan permasalahan maka penelitian ini

dibatasi pada :



1. Tidak sesuainya harga ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh pemerintah
terhadap harga tanah yang dibeli masyarakat dulunya, sehingga menyebabkan
tejadinya penolakan ganti rugi.

2. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana caranya membuat
alas hak, akibatnya proses pembangunan berjalan lambat.

D. Perumusan Masalah

Dalam hal ini peneliti menemukan masalah tentang masalah ganti rugi
yang tidak sesuai dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui
bagaimana cara membuat alas hak dalam syarat kelengkapan pemberian ganti rugi
pembebasan tanah. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk
pembangunan jalan di Kota Pariaman?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembebasan tanah
masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman?

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pembebasan tanah
masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pembebasan tanah
yang dilakukan terhadap masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan, karena
sampai saat ini literatur yang membahas permasalahan ini belum banyak
membantu menjelaskan bagaimana sesungguhnya implementasi kebijakan

pembebasan tanah.



F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat
untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman.
G. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap konsep ilmu Administrasi Negara terutama tentang kebijakan publik dan
implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan
bagi pihak-pihak terkait seperti Pemerintahan Kota Pariaman untuk
melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembagunan
jalan di Kota Pariaman.
b. Sebagai bahan referensi lanjutan dan perbandingan bagi peneliti lain yang

berminat untuk meneliti masalah yang sama.



